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                                                                                                     Pemerintah Kota Kendari

BAB  IV 

 PRIORITAS DAN SASARAN 

PEMBANGUNAN

4.1.  Tujuan dan Sasaran Pembangunan
P

elaksanaan Pembangunan Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun keempat  kegiatan pembangunan periode tahun 2013 - 2017  untuk mencapai visi Kota Kendari, yaitu “Terwujudnya Kota Kendari Tahun 2017 sebagai Kota bersih dan Hijau yang Berakhlak, Maju, Demokratis dan Sejahtera” dengan misi Pembangunan Kota Kendari sebagai berikut : 

1. Misi Lingkungan dengan Mempertahankan Kota Kendari tetap bersih, optimalisasi program bougenville city, serta perwujudan Green city. 

2. Misi Sosial kemasyarakatan dengan Mendukung perbaikan moral, akhlak dan disiplin serta penciptaan suasana kehidupan masyarakat kota yang aman, rukun, damai dan harmonis serta mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperan dalam pembangunan kota.

3. Misi Pelayanan  melalui pengembangan sistem pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat, transparan, terjangkau, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).

4. Misi Perekonomian dengan Mendorong pertumbuhan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi rakyat serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan investasi di daerah dengan pola Reinventing Government.

5. Misi Profesionalisme Aparat melalui Pengembangan  kualitas sumber daya aparat yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam tugas dan pelayanan.

6. Misi Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dengan Menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, demokratis, berwibawa dan bertanggungjawab.
Hubungan kebijakan visi dan misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1.  Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 
	No.
	Visi/Misi
	Tujuan
	Sasaran

	
	Visi : Terwujudnya Kota Kendari Tahun 2017 sebagai Kota bersih dan Hijau yang Berakhlak, Maju, Demokratis dan Sejahtera
	

	1.
	Misi Lingkungan dengan Mempertahan-kan Kota Kendari tetap bersih, optimalisasi program bougenville city, serta perwujudan Green city
	a. Mempertahankan kota tetap bersih;

b. Optimalisasi program bougenville city;

c. Implementasi Perda RTRW yang akan menjamin perlindungan terhadap kawasan lindung yang ditetapkan, serta kepastian pemanfaatan kota secara umum;

d. Revitalisasi teluk dan penataan sungai-sungai (Water Front City).
	a. Meningkatnya kualitas lingkungan;

b. Terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota;  

c. Terwujudnya revitalisasi cagar budaya.


	2.
	Misi Sosial Kemasyarakatan dengan Mendukung perbaikan moral, akhlak dan disiplin serta penciptaan suasana kehidupan masyarakat kota yang aman, rukun, damai dan harmonis serta mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperan dalam pembangunan kota.
	a. Mendorong dan menjamin kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat kota sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta mencitakan kerukunan hidup antar umat beragama;

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi program Persaudaraan Madani; 

c. Mendorong tumbuh dan berkembang kelompok-kelompok kerukunan, organisasi masyarakat, profesi yang bertujuan untuk menggalang potensi bagi pembangunan kota dalam dimensi/suasana yang saling menghargai, menghormati dan kerjasama;

d. Mengembangkan tatanan pola keunikasi, baik antar pemerintah dengan masyarakat maupun antar kelompok masyarakat secara terbuka, demokratis, transparan, seimbang, etis dan bertanggung jawab;
e. Mengembangkan Character Building masyarakat.
	a. Meningkatnya kualitas hidup warga kota;  

b. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial;

d. Peningkatan kualitas pendidikan;

e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.


	3.
	Misi Pelayanan melalui pengembangan sistem pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat, transparan, terjangkau, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).
	a. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kota kepada masyarakat/pelaku usaha dengan memperkuat aspek-aspek basis data dan sistem pengelolaannya, kemudahan informasi, kecepatan dan ketepatan, keramahan dan kenyamanan, keterjangkauan (layak harga);

b. Menata kinerja kelembagaan, personil dan manajemen keuangan pada sektor-sektor pelayanan yang bersifat cost-recovery seperti terminal, persampahan, pasar dan air bersih sehingga cukup layak untuk mendapatkan sumber-sumber pinjaman lunak guna peningkatan kapasitas pelayanan;

c. Mendorong implementasi program Kota Sehat melalui pelayanan kesehatan dasar gratis;

d.  Mengembangkan pola-pola pembangunan pemukiman yang bertumpu pada kelompok, dan berbagai kemudahan prosedur yang memungkinkan kemudahan perolehan fasilitas perumahan untuk kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah;
e. Memperkuat wadah forum kota sebagai wadah umpan balik secara cepat terhadap kualitas pelayanan pemerintah kota maupun pelayanan umum.
	a. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik;

b. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota;
c. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu.

	
	
	
	

	4.
	Misi Perekonomian dengan Mendorong pertumbuhan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi rakyat serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan investasi di daerah dengan pola Reinventing Government
	a. Mengembangkan lembaga-lembaga  keuangan makro dan mikro;

b. Memperkuat langkah-langkah strategi promosi potensi daerah, kebijaksanaan insentif dan dis-insentif bagi pengembangan usaha, diantaranya melalui penyederhanaan pelayanan dan perlindungan (kapasitas hukum dan peraturan) dalam kegiatan usaha/investasi;

c. Mendorong langkah-langkah pengembangan diversifikasi usaha dan re-investasi bagi pelaku-pelaku usaha yang telah memperoleh surplus dari belanja pemerintah utamanya pelaku usaha disektor konstruksi ke sektor-sektor yang lebih mempunyai dampak multiplier (pengganda) bagi perekonomian wilayah, seperti pada sektor agro-industri dan sektor perdagangan;

d. Mendukung terbentuknya pembangunan kawasan-kawasan sentra industri kecil yang bersifat meningkatkan nilai tambah dan diservikasi produk dari sumberdaya lokal yang kompetitif, seperti industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, industri kerajinan gembol, perak dan rotan;

e. Optimalisasi pemanfaatan kawasan PKL dan kawasan kuliner serta kemudahan investasi bagi sektor swasta
	a. Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi;

b. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah;

c. Meningkatnya kekayaan daerah;

d. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;

e. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas;

f. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

	5.
	Misi Profesionalisme Aparat           melalui pengembangan kualitas sumber daya aparat yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam tugas dan pelayanan
	a. Mengembangkan pola rekruitmen dan promosi karier dengan penekanan kriteria pada keahlian, prestasi, dan dedikasi terhadap tugas dan pelayanan;

b. Menegakkan prinsip-prinsip insentif (penghargaan/ promosi) dan disinsentif (ganjaran/hukum) yang konsisten dalam pembinaan tugas aparat;

c. Mengembangkan sistem pendidikan dan latihan yang berbasis pada reorientasi paradigma bahwa aparat/ pegawai pemerintah kota adalah pelayanan profesional bukan hanya sekedar menjadi birokrat profesional.
	a. Peningkatan keahlian, prestasi, dan dedikasi aparat terhadap tugas dan pelayanan;

b. Terwujudnya sistem pendidikan dan latihan yang berbasis pelayanan profesional aparat.


	6.
	Misi Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dengan Menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, demokratis, berwibawa dan bertanggungjawab 
	a. Secara bertahap melakukan restrukturisasi organisasi pemerintah kota, baik berupa penyesuaian maupun perampingan organisasi, agar lebih efisien dan fleksibel dalam merespon tuntutan pelayanan masyarakat;

b. Mengembangkan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang bukan saja dominan oleh pengawasan fungsional atau pengawasan langsung, namun secara simultan oleh pengawasan eksternal, dalam hal ini oleh masyarakat;

c. Meningkatkan insentitas dan kualitas peran serta masyarakat secara organik dalam setiap tahapan siklus pembangunan kota, sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;

d. Mengembangkan dan membudayakan pola mekanisme pertanggung-jawaban publik pada jajaran pemerintah kota, naik secara formal seperti melalui media non formal  seperti pulice-hearing atau forum bulanan konsultasi masyarakat (community consultative).
	a. Terwujudnya organisasi pemerintah kota yang  efisien dan fleksibel dalam merespon tuntutan pelayanan masyarakat;

b. Meningkatnya insentitas dan kualitas peran serta masyarakat secara organik dalam setiap tahapan siklus pembangunan kota;

c. Terwujudnya budaya pola mekanisme pertanggung-jawaban publik pada jajaran pemerintah kota


Selanjutnya untuk menjelaskan deskripsi keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, digambarkan sebagai berikut :
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	MISI
	
	TUJUAN
	
	SASARAN

	Misi Lingkungan dengan Mempertahankan Kota Kendari tetap bersih,  program bougenville city, serta  Green city. 


	
	Mempertahankan kota tetap bersih


	
	Meningkatnya kualitas lingkungan



	
	
	Optimalisasi program bougenville city
	
	

	
	
	Implementasi Perda RTRW yang akan menjamin perlindungan terhadap kawasan lindung yang ditetapkan, serta kepastian pemanfaatan kota secara umum;
	
	Terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan yang terintegarasi dengan rencana tata ruang kota  

	
	
	Revitalisasi teluk dan penataan sungai-sungai (Water Front City)
	
	Terwujudnya revitalisasi cagar budaya

	
	
	
	
	

	Misi Sosial kemasyarakatan dengan Mendukung perbaikan moral, akhlak dan disiplin serta penciptaan suasana kehidupan masyarakat kota yang aman, rukun, damai dan harmonis serta mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperan dalam pembangunan kota.


	
	Mendorong dan menjamin kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat kota sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta mencitakan kerukunan hidup antar umat beragama;


	
	Meningkatnya kualitas hidup warga kota  



	
	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi program Persaudaraan Madani
	
	

	
	
	Mendorong tumbuh dan berkembang kelompok-kelompok kerukunan, organisasi masyarakat, profesi yang bertujuan untuk menggalang potensi bagi pembangunan kota dalam dimensi/suasana yang saling menghargai, menghormati dan kerjasama;
	
	Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



	
	
	Mengembangkan tatanan pola kounikasi, baik antar pemerintah dengan masyarakat maupun antar kelompok masyarakat secara terbuka, demokratis, transparan, seimbang,` etis dan bertanggung jawab 


	
	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial



	
	
	Mengembangkan Character Building masyarakat 

	
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

	
	
	
	
	

	Misi Pelayanan  melalui pengembangan sistem pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat, transparan, terjangkau, mandiri dan dapat dipertanggung-jawabkan (accountable).


	
	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kota kepada masyarakat/pelaku usaha dengan memperkuat aspek-aspek basis data dan sistem pengelolaannya, kemudahan informasi, kecepatan dan ketepatan, keramahan dan kenyamanan, keterjangkauan (layak harga);
	
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik


	
	
	Menata kinerja kelembagaan, personil dan manajemen keuangan pada sektor-sektor pelayanan yang bersifat cost-recovery seperti terminal, persampahan, pasar dan air bersih sehingga cukup layak untuk mendapatkan sumber-sumber pinjaman lunak guna peningkatan kapasitas pelayanan;
	
	

	
	
	Mendorong implementasi program Kota Sehat melalui pelayanan kesehatan dasar gratis.
	
	

	
	
	 Mengembangkan pola-pola pembangunan pemukiman yang bertumpu pada kelompok, dan berbagai kemudahan prosedur yang memungkinkan kemudahan perolehan fasilitas perumahan untuk kelompo masyarakat berpendapatan menengah ke bawah;
	
	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota



	
	
	Memperkuat wadah forum kota sebagai wadah umpan balik secara cepat terhadap kualitas pelayanan pemerintah kota maupun pelayanan umum. 
	
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu

	
	
	
	
	

	Misi Perekonomian dengan Mendorong pertumbuhan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi rakyat serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan investasi di daerah dengan pola Reinventing Government.


	
	Mengembangkan Lembaga-lembaga  keuangan makro dan mikro.
	
	Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi



	
	
	Memperkuat langkah-langkah strategi promosi potensi daerah, kebijaksanaan insentif dan dis-insentif bagi pengembangan usaha, diantaranya melalui penyederhanaan pelayanan dan perlindungan (kapasitas hukum dan peraturan) dalam kegiatan usaha/investasi;


	
	

	
	
	Mendorong langkah-langkah pengembangan diversifikasi usaha dan re-investasi bagi pelaku-pelaku usaha yang telah memperoleh surplus dari belanja pemerintah (utamanya pelaku usaha disektor konstruksi), Ke sektor-sektor yang lebih mempunyai dampak multiplier (pengganda) bagi perekonomian wilayah, seperti pada sektor agro-industri dan sektor perdagangan.


	
	Mewujudkan kemandirian keuangan daerah



	
	
	
	
	Meningkatnya kekayaan daerah



	
	
	Mendukung terbentuknya pembangunan kawasan-kawasan sentra industri kecil yang bersifat meningkatkan nilai tambah dan diservikasi produk dari sumberdaya lokal yang kompetitif, seperti industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, industri kerajinan. 
	
	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas


	
	
	Optimalisasi pemanfaatan kawasan PKL dan kawasan kuliner serta kemudahan investasi bagi sektor swasta. 
	
	Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

	
	
	
	
	 Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Misi Profesionalisme Aparat melalui pengembangan kualitas sumber daya aparat yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi dalam tugas dan pelayanan.


	
	Mengembangkan pola rekruitmen dan promosi karier dengan penekanan kriteria pada keahlian, prestasi, dan dedikasi terhadap tugas dan pelayanan;
	
	Peningkatan keahlian, prestasi, dan dedikasi aparat terhadap tugas dan pelayanan;

	
	
	Menegakkan prinsip-prinsip insentif (penghargaan/promosi) dan disinsentif (ganjaran/hukum) yang konsisten dalam pembinaan tugas aparat.
	
	Terwujudnya sistem pendidikan dan latihan yang berbasis pelayanan profesional aparat

	
	
	Mengembangkan sistem pendidikan dan latihan yang berbasis pada re-orientasi paradigma bahwa aparat/pegawai pemerintah korta adalah pelayanan profesional bukan hanya sekedar menjadi birokrat profesional;


	
	

	
	
	
	
	

	Misi Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dengan Menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, demokratis, berwibawa dan bertanggungjawab.  


	
	Secara bertahap melakukan retrukturisasi organisasi pemerintah kota, baik berupa penyesuaian maupun perampingan organisasi, agar lebih efisien dan fleksibel dalam merespon tuntutan pelayanan masyarakat;


	
	Terwujudnya organisasi pemerintah kota yang  efisien dan fleksibel dalam merespon tuntutan pelayanan masyarakat;



	
	
	Mengembangkan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang bukan saja dominan oleh pengawasan fungsional atau pengawasan langsung, namun secara simultan oleh pengawasan eksternal, dalam hal ini oleh masyarakat;
	
	

	
	
	Meningkatkan insentitas dan kualitas peran serta masyarakat secara organik dalam setiap tahapan siklus pembangunan kota, sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
	
	Meningkatnya insentitas dan kualitas peran serta masyarakat secara organik dalam setiap tahapan siklus pembangunan kota.

 

	
	
	Mengembangkan dan membudayakan pola mekanisme pertanggung-jawaban publik pada jajaran pemerintah kota, naik secara formal seperti melalui media non formal  seperti pulice-hearing atau forum bulanan konsultasi masyarakat (community consultative).


	
	Terwujudnya budaya pola mekanisme pertanggung-jawaban publik pada jajaran pemerintah kota

	
	
	
	
	


Gambar 4.1.
Deskripsi keterkaitannya maksud dan kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
4.2.  Prioritas dan Pembangunan 
 Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2013-2014 yang merupakan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan mengacu pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2016 yang terdiri atas 10 (sepuluh) Pembangunan Bidang (PB), yaitu :

1. Pengarustamaan dan Pembangunan Lintas Bidang (PB 1)
1.1. Pengarustamaan (PB 1.1)
1.1.1. Pembangunan yang Berkelanjutan (PB 1.1.1)
1.1.2. Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (PB 1.1.2)
1.1.3. Pengarusutamaan Gender (PB 1.1.3)
1.1.4. Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Anti-Narkoba (PB 1.1.4)
1.2. Pembangunan Lintas Bidang (PB 1.2)
1.2.1. Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan (PB 1.2.1)
1.2.2. Perubahan Iklim (PB.1.2.2)
1.2.3. Revolusi Mental (PB 1.2.3)
2. Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama (PB 2)
3. Bidang Pembangunan Ekonomi (PB 3)
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PB 4)
5. Bidang Pembangunan Politik (PB 5)
6. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan (PB 6)
7. Bidang Hukum dan Aparatur (PB 7)
8. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang (PB 8)
9. Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana (PB 9)
10. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (PB 10).
Keterhubungannya prioritas pembangunan daerah tahun 2016, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.2.  Prioritas Pembangunan Daerah
	No.
	Program Prioritas Tahun 2016
(RPJMD 2013 - 2017)*
	Prioritas Pembangunan Daerah

(RKPD Tahun 2016)**

	
	URUSAN WAJIB
	
	

	A.
	Pendidikan
	
	

	
	
	
	
	Dinas Pendidikan Nasional

	1.
	P1
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	PB4
	Program Pendidikan Anak Usia Dini

	2.
	P2
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	PB4
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

	3.
	P3
	Program Pendidikan Menengah
	PB4
	Program Pendidikan Menengah

	4.
	P4
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	PB4
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

	5.
	P5
	Program Pendidikan Luar Sekolah
	PB4
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

	6.
	P6
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Manajemen Pendidikan
	PB4
	Program Pendidikan Luar Sekolah

	
	
	
	

	
	
	
	

	B.
	Kesehatan
	
	

	
	
	
	
	Dinas Kesehatan

	7.
	P1
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	PB2
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

	8.
	P2
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	PB2
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat

	9.
	P3
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
	PB2
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

	10.
	P4
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	PB2
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

	11.
	P5
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	PB2
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat

	12.
	P6
	 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 
	PB2
	 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

	13.
	P7
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	PB2
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

	14.
	P8
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	PB2
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

	15.
	P9
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
	PB2
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

	16.
	P10
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	PB2
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

	
	
	
	PB2
	Program kemitraan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN)

	18.
	P12
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	PB2
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RSUD Abunawas

	19.
	P1
	Sda
	PB2
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

	20.
	P4
	Sda
	PB2
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat

	21.
	P18
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 
	PB2
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

	22.
	P19
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	PB2
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  rumah sakit paru-paru/  rumah sakit mata

	23.
	P20
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	PB2
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

	
	
	
	

	C.
	Pekerjaan Umum
	
	

	
	
	
	
	Dinas Pekerjaan Umum

	24.
	P1
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	PB9
	Program pembangunan jalan dan jembatan

	25.
	P2
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
	PB9
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

	26.
	P3
	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
	PB9
	Program pembangunan turap/talud/bronjong

	27.
	P4
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	PB9
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

	28.
	P6
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	PB9
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

	29.
	P7
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	PB9
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

	30.
	P8
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	PB9
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

	31.
	P9
	Program Lingkungan Sehat Perumahan
	PB9
	Program Lingkungan Sehat  Perumahan

	32.
	P10
	Program Penataan Lingkungan Pemukiman
	PB9
	Program Penataan Lingkungan Pemukiman

	
	
	
	

	D.
	Penataan Ruang
	
	

	
	
	
	
	Dinas Tata Kota & Bangunan

	33.
	P1
	Program Perencanaan Tata Ruang
	PB8
	Program Perencanaan Tata Ruang

	34.
	P2
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	PB8
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

	
	
	
	

	E.
	Perumahan
	
	

	35.
	P1
	Program Pengembangan Perumahan
	PB9
	Program Pengembangan Perumahan

	36.
	P2
	Program Kerjasama Informasi Dengan Media
	PB9
	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

	
	
	
	
	Kantor Pemadam Kebakaran

	37.
	P3
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	PB9
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

	38.
	P4
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	PB9
	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

	
	
	
	

	F.
	Perencanaan Pembangunan
	
	

	
	
	
	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

	39.
	P1
	Program Pengembangan Data/Informasi
	PB4
	Program Pengembangan dan Riset

	40.
	P2
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
	PB8
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

	41.
	P3
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	PB3
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah

	42.
	P4
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	PB3
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

	43.
	P5
	Program Perencanaan Sosial Budaya
	
	-

	44.
	P6
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
	PB10
	Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

	
	
	
	

	G.
	Penanaman Modal
	
	

	
	
	
	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

	45.
	P1
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	PB3
	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

	
	
	
	
	

	H.
	Perhubungan
	
	

	
	
	
	
	Dinas Perhubungan

	46.
	P1
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	PB9
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

	47.
	P2
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	PB9
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

	48.
	P3
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	PB9
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

	49.
	P4
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
	PB9
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

	50.
	P5
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	PB1.1.2.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

	
	
	
	

	I.
	Komunikasi dan Informasi
	
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	
	
	
	
	

	51.
	P1
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	PB9
	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

	
	
	
	

	J.
	Lingkungan Hidup
	
	

	
	
	
	
	Badan Lingkungan Hidup

	52.
	P1
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	PB10
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

	53.
	P2
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
	PB10
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

	54.
	P3
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	PB10
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

	
	
	
	
	Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Kebersihan

	55.
	P4
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	PB10
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

	
	
	
	
	Dinas Kebersihan

	
	
	
	PB10
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

	56.
	P5
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	PB10
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

	57.
	P3
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	PB10
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

	58.
	P6
	Program Pengendalian Banjir
	PB10
	Program Pengendalian Banjir

	
	
	
	

	K.
	Kependudukan dan Catatan Sipil
	
	

	
	
	
	
	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

	59.
	P1
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	PB1.2.1.
	Program Penataan Administrasi Kependudukan

	
	
	
	

	L.
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	
	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

	
	
	
	
	

	60.
	P1
	Program Keluarga Berencana
	PB1.1.3
	Program Keluarga Berencana

	61.
	P2
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	PB1.1.3
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja

	62.
	P3
	Program Pelayanan Kontrasepsi
	PB1.1.3
	Program Pelayanan Kontrasepsi

	
	
	
	

	M.
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	
	

	
	
	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	
	

	63.
	P1
	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	PB1.1.3.
	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

	64.
	P2
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	PB1.1.3.
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

	65.
	P3
	Program Penguatan Kelembagaan Penagrustamaan Gender dan Anak
	PB1.1.3.
	Program Penguatan Kelembagaan Penagrustamaan Gender dan Anak

	66.
	P4
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	PB1.1.3.
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

	67.
	P5
	Program Keluarga Sejahtera
	PB1.1.3.
	Program Keluarga Sejahtera

	68.
	P6
	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
	PB1.1.3.
	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

	
	
	
	

	N.
	Ketenagakerjaan
	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	
	
	
	

	69.
	P1
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	PB1.2.1.
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja

	70.
	P2
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	PB1.2.1.
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

	
	P2
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	PB1.2.1.
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

	
	
	
	

	O.
	Sosial
	
	

	
	
	
	
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	71.
	P1
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	PB1.2.1.
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

	72.
	P2
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	PB1.2.1.
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

	73.
	P3
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
	PB1.2.1.
	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

	
	
	
	

	P.
	Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
	
	

	
	
	
	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

	74.
	P1
	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	PB6
	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

	
	
	
	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	75.
	P2
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	PB5
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

	
	
	
	PB5
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

	76.
	P3
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	PB5
	Program Pendidikan Politik Masyarakat

	77.
	P4
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	PB5
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Informasi

	
	
	
	
	Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

	78.
	P1
	sda
	PB6
	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

	79.
	P5
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	PB6
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

	80.
	P4
	sda
	PB6
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

	
	
	
	
	

	Q.
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Bagian Umum Setda. Kota Kendari

	81.
	P1
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	PB1.12.
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

	
	
	
	
	Badan Kepegawaian Daerah, dan Semua SKPD

	82.
	P2
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	PB1.12.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

	
	
	
	PB1.12.
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah



	
	
	
	
	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, dan Semua SKPD

	
	P3
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	PB1.12.
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	
	
	
	
	Bagian Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Keuangan, dan Bagian Organisasi & Tata Laksana Setda. Kota Kendari

	83.
	P4
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
	PB1.12.
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	
	
	
	
	Bagian Organisasi & Tata Laksana Setda. Kota Kendari

	
	
	
	PB1.12.
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

	
	
	
	
	Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kota Kendari

	
	
	
	PB1.12.
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

	
	
	
	
	Bagian Hukum Setda. Kota Kendari, Sekretariat DPRD, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

	84.
	P5
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	PB7
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

	
	
	
	
	Bagian Pemerintahan Setda. Kota Kendari

	85.
	P7
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	PB1.12.
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

	
	
	
	PB1.12.
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru

	
	
	
	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kota Kendari

	86.
	P8
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	PB2
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

	87.
	P9
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
	PB2
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

	
	
	
	
	Bagian SDA Setda. Kota Kendari

	88.
	P10
	Program Pengawasan dan Penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah
	PB10
	Program Pengawasan dan Penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah

	89.
	P11
	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Kelistrikan
	PB10
	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Kelistrikan

	
	
	
	
	Bagian Ekonomi, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kota Kendari, Sekretariat DPRD, Sekretariat  KORPRI, Inspektorat Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

	90.
	P12
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	PB1.1.2.
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

	
	
	
	
	Bagian Ekonomi, Bagian Humas, & Bagian Pembangunan Setda. Kota Kendari

	91.
	P13
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	PB1.1.2.
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

	
	
	
	
	Bagian Humas Setda. Kota Kendari, dan Semua SKPD

	93.
	P14
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	PB1.1.2.
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

	
	
	
	PB1.1.2.
	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

	
	
	
	
	Sekretariat DPRD

	94.
	P15
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	PB1.1.2.
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	95.
	P16
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
	PB1.1.2.
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

	
	
	
	
	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kota Kendari, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

	96.
	P17
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	PB1.1.2.
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

	
	
	
	
	Dinas Pendapatan Daerah

	97.
	P22
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	PB1.1.2.
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

	
	
	
	
	Inspektorat Daerah

	98.
	P24
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	PB7
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

	
	
	
	
	Badan Kepegawaian Daerah

	99.
	P27
	Program Pendidikan Kedinasan
	PB7
	Program Pendidikan Kedinasan

	
	
	
	
	Badan Kepegawaian Daerah , Bagian Organisasi & Tata Laksana Setda. Kota Kendari

	100.
	P28
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	PB7
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

	
	
	
	
	10 Kecamatan Se-Kota Kendari, dan 64 Kelurahan Se-Kota Kendari

	101.
	P29
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan
	PB1.1.2.
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan

	
	
	
	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	102.
	P30
	Program Pengurangan Resiko Bencana
	PB10
	Program Pengurangan Resiko Bencana

	
	
	
	

	R.
	Ketahanan Pangan
	
	

	
	
	
	
	Kantor Ketahanan Pangan

	103.
	P1
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	PN5
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

	104.
	P2
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
	PN5
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

	
	
	
	

	S.
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan

	
	
	
	
	

	105.
	P1
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan
	PB1.2.1
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkotaan

	
	
	
	PB1.2.1
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota

	106.
	P2
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan
	PB1.2.1
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan

	107.
	P3
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota
	PB1.2.1
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota

	108.
	P4
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perkotaan
	PB1.1.3
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perkotaan

	109.
	P5
	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	PB1.2.1
	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

	
	
	
	

	T.
	Kearsipan
	
	

	
	
	
	
	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

	110.
	P1
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
	PB4
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

	
	
	
	

	U.
	Perpustakaan
	
	

	
	
	
	
	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

	111.
	P1
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	PB4
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

	
	
	
	

	V.
	Kebudayaan
	
	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

	
	
	
	
	

	112.
	P1
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	PB2
	Program Pengembangan Nilai Budaya

	
	
	
	Dinas Pendidikan Nasional

	
	
	PB2
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya

	
	
	
	

	W.
	Kepemudaan dan Olahraga
	
	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

	
	
	
	
	

	113.
	P1
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
	PB1.1.4.
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

	114.
	P2
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
	PB1.1.4.
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

	115.
	P3
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
	PB1.1.4.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

	
	
	
	

	X.
	Koperasi dan UMKM
	
	Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

	
	
	
	
	

	116.
	P1
	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	PB3
	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

	117.
	P2
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	PB3
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

	118.
	P3
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	PB3
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

	
	
	
	

	
	URUSAN PILIHAN
	
	

	A.
	Pertanian
	
	

	
	
	
	
	Dinas Pertanian dan Kehutanan

	119.
	P1
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	PB3
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

	
	
	
	PB3
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

	
	
	
	PB3
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

	120.
	P2
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
	PB3
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

	121.
	P3
	Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan
	PB3
	Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan

	122.
	P4
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
	PB3
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

	123.
	P5
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	PB3
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

	
	
	
	PB3
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

	124.
	P6
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
	PB3
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

	
	
	
	
	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan

	125.
	P8
	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	PB3
	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

	126.
	P9
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	PB3
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

	127.
	P10
	Program Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluh
	PB3
	Program Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluh

	
	
	
	

	B.
	Kehutanan
	
	Dinas Pertanian dan Kehutanan

	128.
	P1
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	PB10
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

	129.
	P2
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
	PB10
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

	
	
	
	

	C.
	Pariwisata
	
	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

	
	
	
	
	

	130.
	P1
	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata
	PB3
	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata

	
	
	
	PB3
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

	
	
	
	PB3
	Program Pengembangan Kemitraan

	131.
	P2
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	PB3
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

	
	
	
	

	D.
	Kelautan dan Perikanan
	
	

	
	
	
	
	Dinas Kelautan dan Perikanan

	132.
	P1
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	PB 1.2.1
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

	133.
	P2
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
	PB10
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

	134.
	P3
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
	PB10
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

	135.
	P4
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	PB3
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan

	
	
	
	PB3
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

	136.
	P5
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	PB3
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap

	137.
	P6
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
	PB3
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

	138.
	P7
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	PB3
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

	139.
	P8
	Program Pengembangan Statistik Perikanan
	PB3
	Program Pengembangan Statistik Perikanan

	
	
	
	

	E.
	Perindustrian
	
	Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

	
	
	
	
	

	140.
	P1
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	PB3
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

	
	
	
	

	F.
	Perdagangan
	
	

	141.
	P1
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	PB3
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

	142.
	P2
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	PB3
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


*) Nomor urut Prioritas Pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Kendari Tahun 2013-2017;
**) Nomor urut Pembangunan Bidang (PB) berdasarkan RKP 2016.

4.2. Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tabel 4.3. Penjelasan Program Pembangunan Daerah
DATA ADA PADA FILE : BAB IV untuk Tabel Prioritas dan Pembangunan Daerah 2016
[image: image1.png]



VISI : 


“Terwujudnya Kota Kendari Tahun 2017 sebagai Kota bersih dan Hijau yang Berakhlak, Maju, Demokratis dan Sejahtera”








Kriteria : Kebersihan dan  PelestarianLingkungan 





Kriteria :  Perbaikan Moral, Ahlak dan Disiplin dalam Kehidupan Masyarakat





Kriteria :  Pembangu-nan Perekonomi-an Daerah melalui Pengemba-ngan  Investasi dan Ekonomi Kerakyatan





Kriteria :  Peningkat-an Kualitas Pelayanan Publik, Pemberda-yaan Masyarakat dan Penanggu-langan Kemiskinan





Kriteria :  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerinta-han





Kriteria :  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerinta-han
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